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PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
NOMOR 12 TAHUN  2013 

 
TENTANG 

 
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL  

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN KEPADA  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan 
pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan 
pertumbuhan ekonomi daerah, dan untuk melaksanakan 
ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal 
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kepada Bank 
Kalsel; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang  Penetapan  

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2387); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 tentang Perubahan Atasa Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3790); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
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15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tentang 
Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti 
Bank; 

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 
Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank 
Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Dari Perusahaan 
Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 
Nomor 36); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai 
Selatan Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal 
Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Tahun 1999 Nomor 17 
Seri D Nomor Seri 7); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 
Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kepada Perusahaan Daerah 
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 Nomor 2 
Seri D Nomor Seri 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan Nomor 69); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 15 
Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal 
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kepada 
Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan 
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Tahun 2006 Nomor 15 Seri E Nomor Seri 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 87); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 
Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal 
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kepada 
Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan 
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 104); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 
Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Nomor 110); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 
Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal 
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kepada 
Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan 
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 08); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Nomor 5); 
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23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 
Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal 
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kepada 
Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan 
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
 

dan 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
 

MEMUTUSKAN   : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN 
MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN 
SELATAN. 

 
BAB  I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
5. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah yang 

belum dipisahkan dan dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, 
mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak daerah 
lainnya.  

6. Penyertaan Modal Daerah  adalah setiap usaha dalam penyertaan Modal 
Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau 
pemanfaatan modal daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu. 

7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang 
milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan 
menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai 
modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum 
lain yang dimiliki daerah. 

8. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut 
Bank Kalsel adalah PT Bank Pembangunan  Daerah  Kalimantan Selatan. 
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BAB  II 
T U J U A N 

 
Pasal   2 

(1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan 
perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah. 

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan 
Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip menghasilkan laba. 

 
BAB  III 

PENYERTAAN MODAL DAERAH 
 

Pasal 3 
Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal Daerah kepada Bank 
Kalsel sebesar Rp. 24.999.999.184,00 (Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus 
Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu 
Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah), dengan rincian sebagai berikut: 
a. tahun 1993 sebesar Rp.       85.750.000,00 
b. tahun 1994 sebesar Rp.       53.250.000,00 
c. tahun 1995 sebesar Rp.       56.000.000,00 
d. tahun 1996 sebesar Rp.       56.000.000,00 
e. tahun 1997 sebesar Rp.     297.000.000,00 
f. tahun 1998 sebesar Rp.     319.750.000,00 
g. tahun 1999  sebesar Rp.     200.000.000,00 
h. tahun 2000 sebesar Rp.     717.950.441,00 
i. tahun 2001 sebesar Rp.     250.000.000,00 
j. tahun 2002 sebesar Rp.     250.000.000,00 
k. tahun 2003 sebesar Rp.     350.000.000,00 
l. tahun 2004 sebesar Rp.     500.000.000,00 
m. tahun 2005 sebesar Rp.  1.654.211.400,00 
n. tahun 2006 sebesar   Rp.  1.827.691.128,00 
o. tahun 2007 sebesar   Rp.  1.891.192.000,00 
p. tahun 2008 sebesar   Rp.  2.000.000.000,00 
q. tahun 2009 sebesar Rp.  2.582.632.000,00 
r. tahun 2010 sebesar Rp.  2.500.000.000,00 
s. tahun 2011 sebesar Rp.  2.500.000.000,00 
t. tahun 2012 sebesar Rp.  6.500.000.000,00 
u. tahun 2013 sebesar Rp.     408.572.215,00  

 
Pasal 4 

 
(1) Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal kembali 

kepada Bank Kalsel sebesar Rp. 10.000.000.816,00 (Sepuluh Milyar 
Delapan Ratus Enam Belas Rupiah) yang akan diberikan pada Tahun 
Anggaran 2014.  
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(2) Dengan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), maka penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah kepada Bank Kalsel 
sampai dengan Tahun 2014 seluruhnya menjadi sebesar Rp. 
35.000.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah). 

 
Pasal 5 

Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur 
dengan Peraturan Bupati.  
 

BAB  III 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 6 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.    

 
  Ditetapkan  di Kandangan 
  pada tanggal 19 November 2013 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
    

ttd 
 

ACHMAD FIKRY 
 
Diundangkan di Kandangan 
pada tanggal 19 November 2013 
            SEKRETARIS  DAERAH   
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 
 
                       ttd 
 
                M. IDEHAM 

 
LEMBARAN  DAERAH  KABUPATEN  HULU  SUNGAI  SELATAN 

               TAHUN  2013 NOMOR 12............ 6565 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
 

ZAINI FAHRI, S.H. 
Pembina ( IV/a ) 

19690314 199503 1 002 
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PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
 

NOMOR 12 TAHUN 2013 
 

TENTANG 
 

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN KEPADA  

BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN 
 
 

I. UMUM 
Bahwa pada Tahun 2010, Bank Indonesia meluncurkan program 

Regional Champion yang bertujuan agar Bank Pembangunan Daerah 
menjadi bank terkemuka di daerah melalui produk dan layanan kompetitif 
dengan jaringan luas yang dikelola secara profesional dalam rangka 
mendorong pertumbuhan ekonomi regional, selain itu berdasarkan 
peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 bahwa bank 
dikelompokkan menjadi 4 berdasarkan modal inti yang dimiliki, salah satu 
langkah yang harus diambil agar bank kalsel dapat menyesuaikan dengan 
perkembangan tersebut adalah dengan menguatkan struktur permodalan 
pada Bank Kalsel.  

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Bank Kalsel 
sebagai upaya peningkatan kemampuan Perusahaan dalam 
mengembangkan usahanya termasuk meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat dalam rangka mengggali sumber-sumber pendapatan asli 
daerah maka berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 
(RUPS) Tahun Buku 2013 dan RUPS Luar Biasa PT. Bank Pembangunan 
Daerah Kalimantan Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 12 – 13 April 
2013 di Banjarmasin, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
berkomitmen untuk melakukan Penambahan Penyertaan Modal Kepada 
Bank Kalsel sebesar Rp. 10 Milyar yang akan diberikan bertahap yakni Rp. 
4 Milyar pada Tahun 2013 dan Rp. 6 Milyar pada Tahun 2014. 

Berdasarkan hasil Rekonsiliasi yang dilakukan antara Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan dan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan 
terdapat selisih sebesar Rp. 816,- (Delapan Ratus Enam Belas Rupiah), 
selisih tersebut terjadi karena kekurangan setor nilai penyertaan modal 
Tahun 2007 sebesar Rp. 816,00 (Delapan Ratus Enam Belas Rupiah) dan 
kekurangan tersebut akan disetorkan pada Tahun 2014, sehingga 
penyertaan modal Pemkab HSS pada Tahun 2014 menjadi sebesar Rp. 
6.000.000.816,- (Enam Milyar Delapan Ratus Enam Belas Rupiah). 

 

II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 
 Cukup jelas 
Pasal 2 
 Cukup jelas 
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Pasal 3 
 Cukup jelas 
Pasal 4 
 Cukup jelas 
Pasal 5 
 Cukup jelas 
Pasal 6 
 Cukup jelas 

 
 
 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN   
              NOMOR 12……….. 75656 

 


